SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN MINIMAL PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal
6 huruf c pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Laut Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4
Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tanah Laut,
maka perlu menetapkan besaran minimal Pajak
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Tanah Laut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Besaran
Minimal Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten
Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
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terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4999);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran  Negara  Indonesia  Nomor  5679),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4
Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4
Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tanah Laut
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2018
Nomor 3);



7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 71 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten
Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2013 Nomor 201) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 9 Tahun
2015; (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2015 Nomor 415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN MINIMAL
PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN
TANAH LAUT.

Pasal 1

Besaran Minimal Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Tanah Laut ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00
(sepuluh ribu rupiah).

Pasal 2

Besaran Minimal Pajak Terutang Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dikenakan kepada wajib pajak
yang penetapan Pajaknya lebih kecil dari Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 3

Besaran Minimal Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dikenakan pada
Wajib Pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebesar
Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 4

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah
Laut Nomor 1 Tahun 2018 tentang Besaran Minimal Pajak Terutang
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di
Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Nomor 1) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku;



(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI TANAH LAUT,
Ttd.
H.SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd.

H.SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 1

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL, S¥, MH
NIP. 19750203 199903 2 008




